GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka
meningkatkan efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan
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pemerintahan dan  pelayanan
kepada masyarakat, maka daerah
diberi hak dan kewenangan untuk
mengenakan pungutan kepada
masyarakat yang merupakan
salah satu sumber pendapatan
dacrah  berdasarkan  prinsip
demokrasi, pemerataan  dan
keadilan, peran serta masyarakat,
dan akuntabilitas dengan
memperhatikan potensi daerah
berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;
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gﬂuﬂ@%&.ﬁ

;smbangan sebaga;

; K%w:mmmm_ma huruf a, wﬁm
apkan Peraturan QEUQ,:%
tentang ~ Retribusi  Pemgye; -
Kekayaan Daeralh pada pi
perhubungar Provinsi Maluky,

.
?

Hﬂ.ﬂ—u.ﬂ t

Gn&mﬁm-cuambm Nomor 2
Tahun 1958 tentang Hums,ﬁmvg
Undang-Undang Darurat Nop,,
29 Tahun 1957 i@bﬂmbm
Pembentukan Daerah mgﬁm:ﬁm
Tingkat 1 Maluku  {Lembarg,
Negara Republik Indonesia Tahyy
1957 Nomor 79} sebagai Undang
Undang (Lembaran  Negary
Republik Indonesia Nomor 61,
Tambahan  Lembaran  Negarg
Republik Indonesia Nomor 1617);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi  Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Csmmdm.ﬁ:ambm Nomor 23 Tahut
2014 tentang = Pemerintahall
Daerah (Lembaran Negard
MMHEQMW Indonesia Tahun MOHM
ZnEE. 244, Tambahan rﬁﬁwm&n
mmwwq.m Republik Indonesia Mcao_\_
) sebagaimana telah diub?
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Menetapkan
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bebarapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan  Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan
[.embaran Negara Republik
Indoneisa Nomor 4737),

Peraturan Daerah Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Provinsi Maluku (Lembaran
Daerah Provinsi Maluku Nomor
02 Tahun 2008);

Peraturan  Gubernur Maluku
Nomor 42 Tahun 2009 tentang
Uraian Tugas Dinas Perhubungan
Provinsi Maluku;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH PADA DINAS
PERHUBUNGAN PROVINSI MALUKU

BAB1
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KETENTUAN UMUM
pasal 1
ran Daerah ini yang dimaksud dengan :
priam insi Maluku.
b Ulugg,
- pemerintahan ol tah daerah dan DPRD menue

i embantuan dengan pp,.

tonomi dan tugas DPEH S Pring
asasmgi gseluas-luasnya dengﬂ}'l sistem f}f'%ﬂ prmsr{) Negaxﬁ
I(\){tosrzlituan Republik Indonesia sebagaimana dlmaksuq
a;am Undang-Undang Dasar Negara Republik Indﬂnesia
Tahun 1945. ubernur Maluku, Bupyy

- G
Pemerintah Daerah adalah ‘
Walikota dan Perangkat Dae:;ah sebagai Ungy,
Penyelenggara Pemerintahan .Daera . . .
4. Devg‘;m Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya diseby

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Proving;

Maluku. ‘ o
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu g

bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan
Usaha Milik Daerah {BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
perse]:rutqan, .perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investas

) kolektif dan bentuk usaha tetap.

' :5;‘11;;1“31 Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi
v pelflllélegl}tan _daerah sebagai pembayaran atas jasa
il o dl:ll:l' zm tertentu yang khusus disediakan
Kepontis iberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

pentingan orang pribadi atay ba

8. Jasa adalah kegi u badan.
dan pelayanan gatan Pemerintah Daerah beru pa usab

yang menyebabkan barang, fasilitas, a2

.  Daerah
Pemerintah
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10.

L1.

12.

13.

14.

15.

16.

kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial
karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor
swasta.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah vang selanjutnya
disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan
pemakaian kekayaan daerah yang meliputi Pemakaian
Tanah dan Bangunan, Laboratorium, Ruangan dan
Kendaraan Bermotor, Peralatan/Alat-alat Berat,
Pemakaian Asrama/Fasilitas lain-lain yang disediakan
dan/atau dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah,

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut  peraturan perundang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dan
pemerintah daerah yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran
retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan
besarnya jumlah pokok retribusi terhutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang. ‘
Suarat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjuinya
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau

denda.
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erangkaian kegiatan meng.
‘?qladﬂlah Sketﬁfﬁ-ngan’ dgn/‘ atau bukl‘:i]mpuq

dan mengoLE .a objektif dan profesional bﬁl‘dagaya“g
dilaksanakan * criksaan antuk  menguji kcpatr N
pement untuk tujuan lain dalam rangka melakg
dan/atau pel.undang-undangan. pemajak:n
|

ketentuan peraturan

‘busi daeral.
daerah dan retribust ¢ .y o
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajaken gag,

dan retribusi adalah serangka}ian tindakan yang d ﬂakukan
oleh penyidik untuk mencari serta mengl.lmpu]kan bukg
vang dengan bukti itu membuat tr::ran,_g tindak pig ——
bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadj ey
menemukan tersangkanya. |
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegam;
Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerg,
yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untyk
melakukan  penyidikan  terhadap  penyelenggarag,

Peraturan Daerah Provinsi Maluku.

18.

BABII
NAMA OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

iﬂ%ﬁfﬁgal%wbuﬁ Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut
: at ; T Yo o
. Daerah. gal pembayaran atas Pemakaian Kekayaan

Pasal 3

L o o

,_ P:tizlliaiigm%fs Pemakaian Kekayaan Daerah adalah
Pemakaian Gedﬁng untuk kegiatan Rumah Makan,
Pem-aka.ian Ge dllnngu L‘I:I'ltuk Ifegiatan Foto Copy dan
II;E}I({ia UPPKB-Passgg ntuk kegiatan Penum pukan Barang

ikecualikan e ) _

Scbagaimana dglagengertzan pemakaian kekayaan dae]‘ﬁh
tanah yang tigax p, Sud pada ayat (1) adalah penggunae”

| engubah fungsi darj tanah tersebut.
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Pasal 4

(1) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah
orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati
pelayanan jasa usaha Pemakaian Kekayaan Daerah.

(2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang
pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan dibidang retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong Retibusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB 11I

GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai

jenis Retribusi Jasa Usaha.
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan {rekwensi
Pemakaian Kekayaan Daerah.

BABV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 7
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2) Pf:m'njauan retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah dipungut pada Dinas
Perhubungan Provinsi Maluku.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 11

(1} Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

{2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
pemungutan Retribusi diatur dengan Keputusan Gubermnur
Maluku.

Pasal 12
Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) wajib retribusi
wajib membayar/melunasi retribusi yang terhutang.

Pasal 13

(1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi
sekaligus.
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; pDaerah atau dite
di Kas Dy
jlakukanl S Jengan menggunakan SKRI)

7
Pcmba}' a a]'lal p makal‘l' )
(2 jain/ unit pc?;ain yang ?ersa ilakukan ditempat -
tau dokul?;f pembay @ " gyat (2) maka hag
: d _ \
(3) rﬁ:z;;imana d}lgl;asli{suams disetor ke kas Daerah Palin
tri
encrimas 4 : iberikan tanda
24 Jam° 'bu g1 dlbel'l bukt'
lambat 1 X aran refribven - . Bl 1
(4) Setiap pembfgs-li.bu si dan dicatat dala U daftg,
bayararn : .
ggiﬁéaaﬂ retribusi
BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
pasal 14

G g ; t pada wakty
et tidak membayar tepat pada waktunya
Dalaﬂliélrzln wa;l; ﬁi%?yzlifldikcn e gan-kSi adn_rnmstra; berupa.
gtau sebega - 29% (ciua per seratus) setiap hari atau l?uian dari
r:t?'i%?.lsi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

BAB X

PENAGIHAN
Pasal 15

(1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat
Teguran.

(2) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang

sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi

dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo

pembayaran.

©) Eai’gg”;} BN Vet paling lama 7 (twjuh) hari setcs!
s €guran, Wajib Retribusi haru lunas

retribusi yang terhutang, J 181 harus me

(4) Surat Teguran . .
dikeluarkagn | giehst’:bagannana dimaksud pada ayat (1)

Maluku, Kepala Dinas Perhubungan Pprovins
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BAB X1
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 16

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila
Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang
Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertangguh pada :

a. diterbitkan surat teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik
langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan
dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang
retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Daerah.

(5) Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh

Wajib Retribusi.
BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 17

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah
Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran
Peraturan Daerah ini,

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
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. mengumpulkan dan e
mencaﬂ, berkenaan dengan gighti
e 'bLlSi agar lkctcrangan atay laDQri
, ibi elas;

pldmlagmenja i lengkap dan 17 mpulkan k
tc-l'scb_u_ neari dan mengump . eteran
p. menelitl, m,c o P]—ihadi atau badan tentang k‘fbenaran
mcngeriln Oé‘gg Jakukan sehubungan dengan tin dak
p?rbua retribusi daerah tersebut; Kti dari _
dana dan barang bukti dari orang pripy,g.

pt
‘qta keterangail - i g
memin hubungan dengan tindak pidana dlblda_ng

atau badan s€

tribusi; _
d ;:enl‘leriksa buku, catatan dan dok‘ume}? lain berkenagy,
' ana dibidang retribusi;

i id
e an pengeciedanan untul mendapatkan baar
" pukti pembukuan, pencatatan, dan dokumfin lain serty
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
meminta bantuan tenaga ahli dalgn} rangka I?el&k_Sanaan
tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;

g. Menyuruh berhenti,dan/atau melarang  seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa,

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana dibidang retribusi;

i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan

diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

P

(3) Penyidik. sebagaimana  dimaksud pada  ayat (1)
Ln;;}bentah}l kan dimulainya penyidikan dan menyampaika®
Penyidirl;elllﬂil'd%anny a kepada Penuntut Umum melaji!
den . Jabat Pol;sx Ncgaf'a Republik Indonesia, sesual

gan ketentuan yang diatur dalam Un dang~Undaﬁg

Hukum Acara Pidana,
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
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pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka
Keputusan Gubernur Maluku Nomor 27 Tahun 2013’tentan

Retribusi Penyewaan/Kontrak Gedung pada Dinas Perhubﬁngaﬁ
pProvinsi Maluku dan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 05
Tahun 2002 tentang Retribusi Jembatan Timbang dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur Maluku ini mulai berlaku sejak
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan dengan penempatannya dalam lLembaran
Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 16 Juli 2015

GUBERNUR MALUKU,

Cap/ttd

SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 16 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap/ttd

ROSA FELISTAS FAR-FAR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 7015 NOMOR 18 a6
130
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PENJELASAN

S
AT%RNUR MALUKU

- GU

TENTANG

ATAN KEKAYAAN DAERAH

3USI PEMAK |
RERED NGAN PROVINSI MALUKU

pADA DINAS PERHUBU

UMUM ' ’

L gggi?ﬁftﬁusi Daerah sebagal salah sat? upaya untyy
mewujudkan otonomi daerah yang luas, .nyata, .
bertanggung jawab, pembiayaan pemenmah dan
pembangunan daerah yang berasal darl. penfiapg%tan asl
bersumber dari retribusi daerah

daerah, khususnya yang " |
perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal
pembiayaan penyelenggaraarn pemerintahan di daerah dapat

terwujud.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah  dan Retribusi  Daerah,

mengamanatkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
dengan Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 sampai dengan pasal 19 Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH PROVINST MALUKU TAHUN 2015 NOMOR 18
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